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ABSTRAK 
 
Nama : Susi Krisnawati 
Nim :  10700113052 
Judul :  Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat 
Kemisinan di Kota Makassar Tahun 2003-2017 
 
 
Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar tidak dibarengi dengan 
peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan terus mengalami 
peningkatan tiap tahunnnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar 
Tahun 2003-2017 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun data yang 
digunakan adalah data runtut waktu (Time series) dari tahun 2003-2017. Analisis 
model menggunakan model regresi linier berganda kemudian dilakukan pengujian 
asumsi klasik dan hipotesis, dengan bantuan SPSS 22. Penelitian ini dilakukan di 
kantor BadanPusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, dan Dinas Ketenagakerjaan 
Sulawesi Selatan. 
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan 
bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap upah minimum di Kota Makassar, 
sedangkan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Makassar, 
perlu ada pelatihan guna meningkatkan keahlian tambahan, selain itu dengan 
bantuan permodalan dari pemerintah dapat menjadi alternaif untuk para 
pengangguran untuk berwirausaha sehinggah kemiskinan dapat dikurangi. 
 
Kata kunci :Pendidikan, Upah Minimum, Tingkat Kemiskinan 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam 
melakukan perubahan dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkat-
kan kualitas hidup manusia selain itu juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan, 
pendidikan yang minim serta tingkat upah minimum di kota Makassar. Tolak ukur 
keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
tersebut, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk dan antar 
daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah 
menghapuskan kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-
dimensional. Karena itu, proses pengentasan kemiskinan harus dilakukakan secara 
komperhensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyaakat dan harus 
dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk dan Prasetyo dalam Rahmawati, 2017: 1). 
Kemiskinan akan terus menjadi masalah di semua Negara termasuk Indonesia 
yang juga merupakan Negara berkembang. 
Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek 
karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan 
yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya 
lingkungan hidup. Menurut Word Bank 2004 dan Wijayanto dalam Rahmawati 
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(2017: 2) menyatakan bahwa salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurang-
nya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan 
dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan serta pendidik-
an yang diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan 
keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang di kategorikan miskin 
tidak memiliki pekerjaan (pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan 
mereka pada umumnya tidak memadai). 
Pembangunan dibidang pendidikan merupakan pilar penting untuk mem-
bentuk modal manusia (human capital) dalam membangun ekonomi yang tak lain 
adalah untuk Investasi jangka panjang di suatu negara. Tercapainya tujuan pem-
bangunan jangka panjang ini akan membuat produktivitas dari human captal ini 
akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang terlihat dari me-
ningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Jika hal ini sudah terjadi 
tentu akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan produk-
tivitas di daerah tersebut yang pada akirnya ketika seseorang yang memliki 
produktivitas yang tinggi tentu akan menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan 
yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan. 
Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan bahkan mengalami ke-
bodohan yang sistematis karena itu menjadi penting bagi kita semua bahwa 
kemiskinan dapat menjadkan kebodohan, dan kebodohan sudah jelas dan identik  
dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai yang menghubungkan antara sebab 
akibat di atas dengan kunci salah satunya yaitu pendidikan karena pendidikan 
adalah sarana untuk menghapus kebodohan serta kemiskinan. Namun ironisnya 
pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas yang pertama, ke-
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pedulian pemerintah yang bias di katakana rendah terhadap pendidikan yang harus 
kalah dari urusan yang harus strategis yaitu politik (Winardi dalam Radhitya 
Widyasworo 2014: 6). Bahkan pendidikan di jadikan jargon politik untuk menuju 
kekuasaan agar bisa menarik simpati di mata rakyat. Jika melihat Negara lain, ada 
kecemasan yang sangat mencolok dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) 
ini. Misalnya, Amerika Serikat, Mentri Perkotaan diera Bill Clinton, Hendry 
Cisneros, pernah mengemukakan bahwa ia hawatir tentang masa depan Amerika 
Serikat dengan banyaknya penduduk keturunan hispanik dan kulit hitam yang 
buta huruf dan tidak produktif. Yang kedua, penjajahan terselubung pada era 
globalisasi dan kapitalisme ini, ada sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan 
negara-negara maju dari segi capital dan politik yang telah mengadopsi berbagai 
dimensi kehidupan di negara-negara berkembang. 
 Penjajahan ini tidak terlepas dari unsur ekonomi dengan hutang Negara 
yang semakin meningkat, badan atau organisasi donor pun mengintervensi secara 
langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, 
terjadilah privatisasi di-segala bidang. Bahkan pendidikan pun, tidak luput dari 
usaha privatisasi ini. Dari sini pendidikan semakin mahal yang tentu saja tidak 
bisa dijangkau oleh rakyat. Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam 
pendidikan tinggi dan itu akan ber-akibat menurunnya kualitas sumber daya 
manusia di Indonesia. Sehingga, tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak 
yang berada di sector informal akibat kualias sumber daya manusia yang rendah, 
dan ini salah satunya karena biaya pendidikan yang memang mahal. Ketiga, 
adalah kondisi masyarakat sendiri yang memang tidak bisa mengadaptasikan 
dirinya dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi 
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bangsa yan tengah di landa krisis multidimensi sehingga harapan rakyat akan 
kehidupannya menjadi rendah. Bisa dikatakana, telah terjadi deprivasi relatif 
(istilah Karl Marks yang di populerkan Ted R.Gurr) dalam diri masyarakat. Hal 
ini akan berdampak pada kekurangnya respek terhadap dunia pendidikan, karena 
mereka lebih mementing-kan urusan perut daripada sekolah. Akibatnya, 
kebodohan akan menghantui, dan kemiskinan pun akan mengiringi. Sehingga, 
kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, di mana dari kemiskinan akan 
melahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pen-didikan, dan 
kemudian menjadi bodoh serta kemiskinan pun kembali menjerat (Wijayanto 
dalam Rahmawati 2017:3) 
Kebijakan Upah Minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 
Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 
1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah 
minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), 
sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas 
kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono dalam Fitriani, 2016: 4). Dan mem-
berikan upah yang pantas terhadap pekerja pun itu wajib sebelum keringatnya 
mengering, Allah telah berfirman dalam QS. AT-Talaq ayat 6:  
 َۡﺳﺃ ﱠﻦُﻫُﻮﻨِﻜ  ۡﻦِﻣ  ۡﻴَﺣ ُﺚ ُﻢﺘﻨَﻜَﺳ ﻦ ِّﻣ  ۡﺟُﻭ ۡﻢُﻛِﺪ  َﻻَﻭ  ٓﺎَُﻀﺗ ﱠﻦُﻫﻭ ﱡﺭ  ْﺍُﻮِّﻘﻴَُﻀﺘِﻟ  ۡﻴَﻠَﻋ ِﻬ ۚﱠﻦ ِﻥﺇَﻭ  ﱠﻦُﻛ  َٰﻟُْﻭﺃ ِﺖ  ۡﻤَﺣ ٖﻞ 
 ْﺍُﻮﻘِﻔَﻧﺄَﻓ  َۡﻴﻠَﻋ ﱠﻦِﻬ  ٰﻰﱠﺘَﺣ  ۡﻌَﻀَﻳ َﻦ  ۡﻤَﺣ ۚﱠﻦَُﻬﻠ  ِۡﻥﺈَﻓ  َۡﺭﺃ ۡﻌَﺿ َﻦ  ۡﻢَُﻜﻟ  َﻓr ﱠﻦُﻫُﻮﺗﺎ  ﱠﻦُﻫَﺭﻮُُﺟﺃ  ۡﺃَﻭ ْﺍﻭُﺮَِﻤﺗ  َۡﻴﺑﻢَُﻜﻨ  ۡﻌَِﻤﺑ ٖۖﻑﻭُﺮ 
ﻥِﺇَﻭ  ۡﺮَﺳَﺎَﻌﺗ ُۡﻢﺗ  ُۡﺮﺘََﺴﻓ ُﻊِﺿ  َُﻪﻟٓۥ  ُۡﺧﺃ ٰﻯَﺮ ٦   
Terjemahnya: 
Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu danjanganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
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(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-itri yang sudah di talak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan 
kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka 
berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jik kamu menemui kesulitan, mak perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs At-Talaq 65:6). 
Ayat di atas sudah sangat jelas dibahas bahwa kita wajib membayarkan 
upah sesuai dengan apa yang di kerjakannya dan janganlah menunda-nunda atas 
hak dari hasil kerja, agar sekiranya di segerakan dalam pembayaran upahnya. 
Pada beberapa kasus yang sering di jumpai ada beberapa perusahaan yang tidak 
menyegerakan dalam pembayaran gaji/upah yang seharusnya diterima namun 
karna sesuatu hal maka upah di bayarkan dengan menunda atau mengundur waktu 
pembayaran upah, terkait dengan ayat tersebut di atas tentu itu tidak dibenarkan 
agama, ketika pekerjaan sudah selsai dikerjakan maka sudah jadi kemestian agar 
upah segera di bayarkan sebelum keringat itu mengering.  
Faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pen-
didikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait di mana kemiskinan telah 
menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012 
dalam Arstina dkk, 2016: 678). Pada fenomena alam yang terjadi di sekitar tempat 
tinggal, penulis banyak melihat warga miskin di sekitaran TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir) yang notabenenya mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan 
dasarnya dan juga kelayakan tempat tinggal yang di huni saat ini, gangguan 
kesehatan pun sering di alami seperti gatal, diare dan juga beberapa penyakit 
lainnya pada orang tua dan anak, lingkungan yang kurang bersih membuat 
penyakit mudah menyerang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis sebagai 
peneliti, sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana “Pengaruh Pendidikan dan 
Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar” 
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B. Rumusan Masalah 
 
1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar? 
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota 
Makssar? 
 
C. Definisi Operasional 
 
Dalam  penelitian  ini,  definisi  operasional  dari  variabel-variabel  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Variabel Independen 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 
penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut 
dengan variabel prediktor. Variasi perubahan variabel independen akan berakibat 
terhadap variasi perubahan nilai variabel dependen. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidikan (X1) dan upah minimum (X2). 
Tingkat pendidikan diukur dengan angka partisipasi sekolah. Angka 
partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap 
penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk 
melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususya bagi penduduk usia 
sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin bsar jumlah penduduk 
yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah dalam 
penelitian ini angka partisipasi sekolah di kota Makassar pada tahun 2003-2017  
diperoleh dari publikasi BPS Kota Makassar. Sedangkan upah minimum diapat 
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dilihat dari besarnya upah minimum di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 
2003-2017 yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan.  
2. Variaabel Dependen 
Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 
penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan (Y). Kemiskinan adalah keadaan di mana 
seseorang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan me-
ngembangkan kehidupan yang bermartabat. Tingkat kemiskinan dalam penelitian 
ini adalah tingkat kemiskinana di kota Makassar pada tahun 2003-2017 yang 
diperoleh dari publikasi BPS Kota Makassar. 
 
D. Kajian Pustaka 
 
Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, udah ada beberapa 
variabel yang tidak sama dengan judul yang berbeda namun bebrapa dari kajian 
yang sudah di lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu penulis mencoba 
merangkumkan dari beberapa sumber yang diyakini dapat menghasilkan buah 
pemikiran yang baru dengan judul yang lebih variatif yang berpedoman dari buku, 
jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan 
penyusun berbeda dalam obyeknya, seperti: 
1. Penelitian yang di lakukan Kurnia Rahmawati (2014) yang berjudul 
“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tigkat Pendidikan dan Tingkat 
Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013” me-
nurutnya bahwa variable Pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap terhadap kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi 
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tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan, karena dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan tingkat produk-
tivitas yang tinggi. Sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk 
Provinsi DIY memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang 
mampu untuk melanjutkan pendidikan supaya dapat menekan tingkat 
kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota DIY. 
2. Penelitian yang di lakukan oleh Fitriani (2016) yang berjudul “Analisis 
Upah Minimum  dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk 
Miskin di Provinsi Aceh” Universitas Teuku Umar Meukaboh, Aceh 
Barat pada Fakultas Ekonomi Pembangunan. Kebijakan Upah Minimum 
juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum 
yang sudah dimulai dan dikembangjkan sejak awal tahun 1970-an ber-
tujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah 
minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum 
(KHM), sehingga di harapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk me-
menuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat men-
dorong peningkatan produktivitas kerja dan mengurangi tingkat 
kemiskinan. 
3. Penelitan pada jurnal riset ekonom dan manajemen Kurniawan dkk 
(2017) yang berjudul “Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di 
Indonesia tahun 2006-2014” menurutnya kenaikan Upah minimum me-
miliki dampak yang berbeda-beda terhadap kemiskinan pada masing-
masing Negara. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan karakteristik 
di setiap Negara. Penduduk Negara maju dan berkembang akan merasa-
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kan manfaat yang berbeda dari kenaikan upah minimum karena dinegara 
maju Upah didominasi oleh tenaga kerja terdidik (skilled worker). 
Sedangkan tenaga kerja di Negara berkembang di domonasi oleh tenaga 
kerja tidak terdidik (unskilled worker) yang lebih rentan terhadap Shock 
dan mempunyai Bargaining power yang rendah. 
4. Penelitian yang di lakukan oleh Arstina dkk (2016) dalam Jurnal yang 
berjudul “Pengauh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan 
Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”. Ia menjelaskan bahwa 
faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, 
pendidikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait di mana 
kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebijak-
an sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel 
Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, sementara variabel Pe-
ngangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 
Provinsi Bali. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar 
2. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di 
Kota Makassar. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teori  
a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah ilmu 
pengetahuan bagi kita semua dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua 
untuk lebih berpartisipasi aktif. 
b) Sebagai bahan Evaluasi bagi Masyarakat pada umumnya dan terkhusus untuk 
kota Makassar sendiri. 
2. Secara Praktis 
a) Sebagai pengembangan Studi Ilmu Ekonomi dan bahan edukasi serta 
Evaluasi bagi Kota Makassar khususnya, dan Negara Indonesia umumnya. 
b) Dapat dijadikan wawasan sebagai sumbangan informasi bagi yang berniat 
untuk mengadakan penelitian yang lebih jauh tentang permasalahan pengaruh 
pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan Kota Makassar. 
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BAB II 
 
LANDASAN TEORI 
 
A. Teori yang Melandasi Penelitian  
 
1. Pendidikan 
Allah berfirman dalam QS Al- A’laq Ayat 1-5: 
ٱ ۡﻗ ۡﺃَﺮ  ِﺑﭑ ۡﺳ ِﻢ  َِّﻚﺑَﺭ ٱﻱِﺬﱠﻟ  ََﻖﻠَﺧ ١   ََﻖﻠَﺧ ٱ ِۡﻹ َٰﺴﻧ َﻦ  ۡﻦِﻣ  ٍَﻖﻠَﻋ ٢  ٱ ۡﻗ ۡﺃَﺮ  َﻚﱡﺑَﺭَﻭ ٱ َ ۡﻷ ۡﻛ َُﻡﺮ ٣  ٱﻱِﺬﱠﻟ  َﻢﱠﻠَﻋ  ِﺑﭑ ۡﻟ َِﻢَﻠﻘ 
٤  َﻢﱠﻠَﻋ ٱ ِۡﻹ َٰﺴﻧ َﻦ ﺎَﻣ  ۡﻢَﻟ  َﻳ ۡﻌ ۡﻢَﻠ ٥  
Terjemahnya : 
(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (2) 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang mahamulia (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
pena (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tak di ketahuinya. (QS Al-
Alaq 96:1-5  
Bacalah, wahai Nabi, al-Qur’an yang di turunkan kepadamu, dimulai 
dengan menyebut nama Rabbmu yang hanya dia sajalah yang menciptakan, yang 
menciptakan manusia dari segumpal manusia dari darah beku yang berwarna 
merah. Bacalah, wahai Nabi, apa yang di turunkan kepadamu. Sesunhgguhnya 
Rbbmu sungguh banyak memberikan kebaikan lagi luas kemurahannya. Dialah 
yang mengajarkan manusia menulis dengan pena, dan mengajarkan manusia apa 
yang ia tidak ketahui. Dialah yang membawanya dari kegelapan kejahilan kepada 
cahaya ilmu. (Tafsir Al-Muyassar 2011: 784). 
Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari 
kata dasar “didik” (mendidik). Brodjonegoro dalam Suwarno (1982 : 1-2) me-
nyebutkan beberapa istilah pendidikan di antaranya: paedagogiek (ilmu menuntun 
anak), opvoeding (membesarkan), panggulawentah (mengubah) educare (melatih 
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atau mengajarkan) dan erzhicung (membangkitkan atau mengaktifkan). Berdasar-
kan istilah istilah tersebut, kemudian Brodijonegoro menerjemahkan pendidikan 
sebagai tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai terciptanya 
kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas hidup-
nya.  
Berikutnya akan di kemukakan beberapa pendapat dari berbagai sumber 
tentang pengetian pendidikan. Definisi pendidikan secara etimologis dijelaskan 
oleh Carter V. Good dalam kamus Dictionary of Education sebagai berikut: 
Pedagogy (a) the art, practice of proffesion of teaching yang berarti seni, praktik, 
atau profesi sebagai pengejar (pengajaran) (b) the systematized learning or 
instruction conering principles and methods of teaching and of student control 
and guidance ; lagerly replected by the term of education. Dengan arti bahwa 
ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, 
metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid dalam arti luas di-
artikan dengan istilah pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Education, 
mengandung makna: a) proses perkembangan pribadi, b) proses sosial, c) rangkai-
an pelajaran (kursus) profesional, d) seni untuk membuat dan memahami ilmu 
pengetahuan yang tersusun yang diawasi/dikembangkan generasi bangsa (Syam, 
1988 : 34). 
Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, bahwa pendidikan dapat di-
definisikan: 1) sebagai suatu ilmu yang tersusun atas prinsip dan metode, yang 
tersusun secara sistematis (terorganisasi) di gunakan untuk mengajar murid secara 
(terorganisasi) di gunakan untuk mengajar murid secara tidak langsung mengarah-
kan pada definisi pendidikan sekolah, dan 2) sebagai sebuah proses yang terjadi di 
lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat). 
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Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah segala daya 
upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat me-
majukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras 
dengan alam dan masyarakat. Pendidikan adalah bimbingan/pertolongan yang di-
berikan pada anak oleh orang tua dewasa secara sengaja agar anak menjadi 
dewasa (Suprianto, dkk. 2017 : 191). Pendidikan merupakan pionir dalam pem-
bangunan masa depan. Pendidikan berhubungan erat dengan pembangunan 
karakter, pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam 
rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang mengenyam 
pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk 
mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibandingkan dengan individu 
dengan tingkat pendidikan lebih rendah. 
Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang- Undang RI 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta per-
adaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
ber-tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Menurut Majid (2014 : 18) pendidikan bertujuan untuk men-
ciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandang-
an yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu 
beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pen-
didikan itu biasanya akan memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam 
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segala aspek kehidupan dimasa mendatang. Jadi, pendidikan adalah salah satu 
sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga 
kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikan. 
Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan 
bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdas-
kan kehidupan bangsa (Majid, 2014 : 18). Menurut Gillis (2000) dalam Rika dkk 
(2012 : 150-151) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting: a) Terdapat 
banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan,  pendidikan yang tinggi maka 
pendapatan dan kedudukan sosial seseorang di masyarakat dimana saja percaya 
bahwa pendidikan dapat memberikan keuntungan bagi diri mereka dan juga anak-
anak mereka. Namun di negara-negara berkembang masih banyak yang belum 
dapat menampung permintaan pendidikan, karena belumbanyak terdapat sekolah 
terutama dipedesaan dan daerah-daerah terpencil lainnya, sehingga masih banyak 
terdapat penduduk yang belum dapat mengenyam pendidikan; dan b) Alasan  lain-
nya  adalah  karena telah  banyak  dilakukan observasi  yang menyebutkan bahwa 
dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan kedudukan sosial 
seseorang di masyarakat akan dapat terangkat. Walaupun akan dapat terangkat. 
Walaupun tidak semua orang yang menyelesaikan sekolahnya lebih baik dari yang 
tidak bersekolah atau menyelesaikan sekolahnya, namun rata-rata mereka yang 
menyelesaikan  sekolahnya menghasilkan pendapatan lebih banyak. Karena itu, 
orang-orang di seluruh dunia menyadari hal itu sehingga mereka berusaha agar 
anak-anak mereka nanti mendapatkan hal ini terjadi karena masyarakat pendidik-
an yang tinggi.  Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:  
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a) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pen-didikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan 
formal: (1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 
(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 
bentuk lain yang sederajat; (2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan 
pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 
umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain 
yang sederajat; dan (3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan 
setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 
sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan 
tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, 
institut, atau universitas. b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 
berjenjang. 
b) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang me-
merlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 
dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 
sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pen-
didikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lainlain.  
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c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang 
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui 
sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus 
ujian sesuai dengan setandar nasional pendidikan (Nugroho, 2015: 18-19). 
2. Upah Minimum 
Allah berfirman dalam Qs At-Thalaq Ayat 6: 
 َۡﺳﺃ ﱠﻦُﻫُﻮﻨِﻜ  ۡﻦِﻣ  ۡﻴَﺣ ُﺚ ُﻢﺘﻨَﻜَﺳ  ِّﻣﻦ  ۡﺟُﻭ ۡﻢُﻛِﺪ  َﻻَﻭ  ٓﺎَُﻀﺗ ﱠﻦُﻫﻭ ﱡﺭ  ْﺍُﻮِّﻘﻴَُﻀﺘِﻟ  ۡﻴَﻠَﻋ ۚﱠﻦِﻬ ِﻥﺇَﻭ  ﱠﻦُﻛ  َٰﻟُْﻭﺃ ِﺖ  ۡﻤَﺣ ٖﻞ 
 ْﺍُﻮﻘِﻔَﻧﺄَﻓ  َۡﻴﻠَﻋ ﱠﻦِﻬ  ٰﻰﱠﺘَﺣ  ۡﻌَﻀَﻳ َﻦ  ۡﻤَﺣ ۚﱠﻦَُﻬﻠ  ِۡﻥﺈَﻓ  َۡﺭﺃ ۡﻌَﺿ َﻦ  ۡﻢَُﻜﻟ  َﻓ ﱠﻦُﻫُﻮﺗﺎ  ﱠﻦُﻫَﺭﻮُُﺟﺃ  ۡﺃَﻭ ْﺍﻭُﺮَِﻤﺗ  َۡﻴﺑﻢَُﻜﻨ  ۡﻌَِﻤﺑ ٖۖﻑﻭُﺮ 
ِﻥﺇَﻭ  ۡﺮَﺳَﺎَﻌﺗ ُۡﻢﺗ  ُۡﺮﺘََﺴﻓ ُﻊِﺿ  َُﻪﻟٓۥ  ُۡﺧﺃ ٰﻯَﺮ ٦  
Terjemahnya : 
Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu danjanganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-itri yang sudah di 
talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 
mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jik 
kamu menemui kesulitan, mak perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya. (Qs At-Talaq 65:6). 
Tempatkanlah wanita-wanita yang ditalak dari istri-istri kalian pada masa 
iddah mereka seperti tempat tinggal kalian sesuai kekuasaan dan kemampuan 
kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, untuk menyempitkan mereka 
di tempat tinggal mereka. Jika istri-istri kalian yang di talak itu sedang hamil, 
maka berikanlah nafkah kepada mereka dalam masa iddah mereka hingga mereka 
melahirkan kandungan mereka. Lalu jika mereka menyusukan anak-anak kalian 
untuk kalian dengan upah, maka bayarlah upah mereka, dan musyawarahkan 
kalian satu sama lain dengan lapang dada dan kerelaan hati. Dan jika kalian tak 
bersepakat atas penyususan ibi, maka boleh wanita lain selain ibunya menyusukan 
anak itu bagi ayahnya. (Al-Muyassar 2011: 631) 
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Tingkat Upah Pekerja, baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia 
selama periode 1997-1999 tampak lebih baik. tetapi jika di bandingkan dengan 
upah yang diterima antara pekerja laki-laki dan perempuan, ternyata lebih banyak 
pekerja perempuan yang mendapatkan upah lebih rendah di bandingkan dengan 
laki-laki. Sebaliknya laki-laki lebih banyak menerima upah yang relatif lebih 
tinggi. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah minimum merupa-
kan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat 
buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan (Merdekawaty dkk, 
2016: 526). Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas 
jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para 
pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya  
produksi  perusahaan (Sumarsono, 2003: 86). 
Upah minimum di Indonesia sejak Januari 2001, otoritas penetapannya 
didesentralisasikan kepada Gubernur. Regulasi terkait dengan upah minimum 
masih menjadi tanggung jawab kementerian ketenagakerjaan, termasuk menerbit-
kan pedoman komponen Kebutuhan Hidup Layak yang nantinya akan digunakan 
sebagai salah satu dasar untuk menetapkan upah minimum (Kurniawan dkk, 2017: 
237). Upah minimum di Indonesia selain dimaksudkan untuk meningkatkan 
standar hidup pekerja yang dianggap masih menerima upah di bawah standar 
nasional juga untuk melindungi pekerja yang tidak memiliki bargaining power 
karena adanya surplus tenaga kerja tidak terampil (unskilled worker). Dalam 
perkembangan selanjutnya kenaikan upah minimum didasarkan pada inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015). 
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Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. 
Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Fisik 
Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja (Permenaker) Nomor 05 Tahun 1989, UMK adalah suatu standar minimum 
yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah 
kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya 
pada suatu kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu. Penetapan UMK dilakukan 
oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari UMP. Penetapan upah 
minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambat-
nya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari. 
Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/1999, 
upah minimum didefinisikan sebagai Upah bulanan terendah yang meliputi gaji 
pokok dan tunjangan tetap. "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja 
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan." Upah minimum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 
a) Upah Minimum Regional  
Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri 
dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling 
bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah 
tertentu. Ber-dasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-O1/MEN/1999 
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tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi 
2 yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) dan Upah Minimum 
Reginal Tingkat II (UMR Tk II). Namun, sesuai dengan Kepetusan Menteris 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan 
pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, 
maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi 
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Tingakat II (UMR Tk 
II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota).  
b) Upah Minimum Sektoral   
Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu 
provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja: Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum 
sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I 
(UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I (UMSR Tk. 
II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan 
pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah 
minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional 
Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 
dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah 
menjadi UpahMinimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota). 
Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai 
harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, se-
hubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua 
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macam yaitu: a) Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam 
bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja; b) Upah Riil adalah 
kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan 
barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa 
didapatkan dari pertukaran tersebut.  
Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada 
dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja 
atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang 
diberikan tergantung pada: a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan ke-
luarganya; b) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum 
pekerja; c) Produktivitas marginal tenaga kerja; d) Tekanan yang dapat diberikan 
oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; dan e) Perbedaan jenis pekerjaan.  
Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi 
para pekerja. Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 13/2003 tentang Tenaga 
Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuh-
an hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai Upah bulanan terendah 
yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Sebagai imbalan dari pengusaha 
kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas 
dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas 
dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, 
baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah 
pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun sub-
sektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum 
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sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari 
standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, 
upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen 
dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut. 
Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha 
untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. 
Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik 
Minimum, dan selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). 
KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan 
dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU Nomor 
13/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan 
Hidup Layak, tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga 
penetapan upah minimum tetap didasarkan pada KHM. Pada masa sekarang, 
kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja 
sesuai dengan kriteria di bawah ini: a) Kebutuhan hidup minimum (KHM); b) 
Index Harga Konsumen (IHK); c) Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan 
kelangsungannya; d) Standar upah minimum di daerah sekitar; e) Kondisi pasar 
kerja; dan f) Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.  
Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan di-
tetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Sumarsono 
(2009 : 151), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga 
fungsi upah, yaitu: a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga-
nya; b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang; c) menyediakan 
insentip untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Selanjutnya 
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Sumarsono (2009: 201) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan 
upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom 
lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum 
tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu 
mendorong proses pemulihan ekonomi. 
Tujuan Penetapan Upah Minimum Menurut Rachman dalam Zulkifli 
(2016: 98-99), Tujuan penetapan upah  minimum dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu: a) Secara Mikro: (1) Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, (2) 
Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusaaan; (3) 
Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah; b) Secara Makro: 
(1) Pemerataan pendapatan; (2) Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan 
kesempatan kerja, (3) Perubahan struktur biaya industri sektoral; (4) Peningkatan 
produktivitas kerja nasional; (5) Peningkatan etos dan disiplin kerja; dan (6) 
Memperlancar kominikasi pekerja dan pengusaha 
3. Kemiskinan 
Allah Berfiman dalam QS. Hud Ayat 6: 
ﺎَﻣَﻭ ﻦِﻣ  َٓﺍﺩ ٖﺔﱠﺑ ﻲِﻓ ٱ َ ۡﻷ ۡﺭ ِﺽ  ﱠﻻِﺇ ﻰَﻠَﻋ ٱ ِ ﱠ   ۡﺯِﺭﺎَُﻬﻗ  َۡﻌﻳَﻭ ُﻢَﻠ  ۡﺴُﻣﺎَﻫ ﱠَﺮَﻘﺘ  ۡﺴُﻣَﻭ َۡﻮﺘ ۚﺎَﻬََﻋﺩ  ّٞﻞُﻛ ﻲِﻓ  َٰﺘِﻛ ٖﺐ  ٖﻦِﻴﺒ ﱡﻣ ٦   
Terjemahnya:  
Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan 
semuanya di jamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat 
kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab 
yang nyata (lauh mahfuz). (Qs Hud 11: 6) 
Intisari dari ayat ini adalah Allah telah menjamin Rizki semua yang melata 
di permukaan bumi sebagai karunianya. Dia mengetahui tempat berdiamnya 
semasa hidupnya maupun setelah kematiannya, serta dia mengetahui tempat 
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dimana ia akan mati. Seluruhnya telah tertulis dalam kitab di sisi Allah yang 
menjelaskan semua itu.  (Al-Muyassar 2011: 83) 
Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh 
negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan 
kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu 
bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang 
berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan 
serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber ke-
uangan, dan informasi (Annur, 2013: 413). Definisi kemiskinan menurut 
Qurratu’ain dan Ratnasari (2016: 267) adalah adalah keadaan dimana terjadi 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan menurut Ahmad 
(2003: 344) kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya 
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan 
sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa 
hidup secara manusiawi. Terdiri dari sandang, pangan dan papan. 
Jenis-jenis Kemiskinan Menurut Djojohadikusumo (1995) dalam Annur 
(2013: 414) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, 
yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.Pola kedua adalah cyclical 
poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruh-
an. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti 
dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan.Pola keempat adalah 
accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau 
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dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat 
kesejahteraan suatu masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi. 
Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya 
adalah (Noor, 2014:133): 
a) Kemiskinan absolute,  yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan 
tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum. 
b) Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan dilihat berdasarkan perbandingan 
antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatanlainnya 
c) Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompokorang berada di 
dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar 
dari kemiskinan. 
d) Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam 
antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. 
Suharto (2006 : 148-149) mengatakan bahwa ada tiga kategori kemiskinan 
yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu : 
a) Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan 
sebagai fakir miskin.Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di 
bawah garis kamiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama 
sekali ) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 
b) Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis 
kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial 
dasar. 
c) Kelompok rentan (vunerable grup). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas 
dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik 
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ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok 
yang sering “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai 
perubahan sosial disekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status 
“rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi 
dan tidak mendapat pertolongan sosial. 
Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1997) dalam 
Sartika dkk (2016: 109) antara lain: 
a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola ke-
pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang 
timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah ter-
batas dan kualitasnya rendah. 
b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia 
yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya 
rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pen-
didikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena ke-
turunan. 
c) Miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal. 
Nasikun (2001) dalam Suryawati (2005: 123)  menyoroti beberapa sumber 
dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: 
a) Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi 
melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah 
kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan. 
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b) Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena 
pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang 
paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor. 
c) Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa per-
tambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti 
deret hitung. 
d) Recources management and the environment: adanya unsur mismanagement 
sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal 
tebang akan menurunkan produktivitas. 
e) Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misal-
nya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi 
banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak me-
mungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus. 
f) The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena pe-
rempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua. 
Sedanglan menurut Hartomo dan Azis (2009: 28-29), beberapa faktor 
yang menyebabkan kemiskinan yaitu : 
a) Pendidikan yang Terlampau Rendah. Tingkat pendidikan yang rendah meng-
akibatkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlu-
kan dalam kehidupannya.Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang 
dimiliki seseorang untuk  masuk dalam dunia kerja.  
b) Malas Bekerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada 
nasib) menyebabkan sesorang bersifat acuh tak acuh dan tidak bergairah 
untuk bekerja. 
27 
 
 
 
c) Keterbatasan Sumber Alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan 
apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan 
mereka. Hal ini sering dikatakan masyakat itu miskin karena sumberdaya 
alamnya miskin.  
d) Terbatasnya Lapangan Kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa 
akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal 
seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara 
factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin 
karena keterbatasan modal dan keterampilan.  
e) Keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai 
modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan ke-
terampilan yang mereka miliki dalam suatu tujuan untuk memperoleh 
penghasilan.  
f) Beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apa-
bila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbul-
kan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin 
meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang  harus dipenuhi. 
Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dapat disebabkan 
oleh karena sulitnya memenuhi kebutuhan dasar, sulitnya memperoleh pendidik-
an dan pekerjaan. Sulitnya seseorang dalam memperoleh pendidikan akan me-
nyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Seiring perkembangan 
zaman lapangan kerja yang tersedia akan mencari tenaga kerja yang memiliki 
tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dalam masa pendidikan banyak masyarakat 
yang tidak menempuh sebagaimana mestinya maka masyarakat tersebut akan 
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mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kesulitan mencari pekerjaan ini 
akan mengakibatkan seseorang kesulitan memperoleh pendapatan. Sehingga 
mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Maulida dan 
Soejoto, 2015: 228). 
Jika tingkat pendapatan kecil, sedangkan jumlah jiwa yang harus di-
tanggung banyak, berarti sebagian besar porsi pendapatan adalah untuk konsumsi, 
sedangkan porsi untuk di tabung kecil sekali bahkan tidak ada akibatnya pem-
bentukan modal pada rumah tangga miskin sangat rendah sehingga kesempatan 
untuk mempebaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. Amartya Sen dalam 
Todaro, berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah income 
semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus di miliki oleh 
seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik 
terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian pe-
nangananan kemiskinan akan lebih komprehensif. 
Mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan 
dan motivasi untuk maju, maka penting untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan rakyat. Pada kenyataannya tanpa perbaikan kualitas faktor manusia 
tidak mungkin ada kemajuan. Jadi, dapat diketahui bahwa negara itu miskin 
karena memiliki penduduk yang tidak berkualitas. Meskipun dilakukan pem-
bangunan fisik seperti jalan, pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya, tetapi 
manusianya tidak berkualitas modal fisik tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan 
dengan baik (Jhingan, 2007 : 417). 
Mayoritas penduduk miskin didunia adalah kaum wanita. Jika dibanding-
kan standar hidup penduduk termiskin di berbagai Negara-negara berkembang, 
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akan terungkap fakta bahwa hampir di semua tempat yang paling menderita 
adalah kaum wanita beserta anak-anak. Merekalah yang paling menderita ke-
miskinan atau kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima 
pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial yang 
lainnya (Todaro, 2003: 256). 
Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah dapat dihitung dengan meng-
gambarkan  sebuah  garis  kemiskian.  Idealnya,  garis  ini definisikan  sebagai  
pendapatan  perkapita/rumah  tangga. Rumah  tangga dengan  pendapatan  per-
kapita  dibawah  garis  kemiskinan  dapat  dikatakan miskin,  sementara  mereka  
yang mempuyai pendapatan diatas garis kemiskinan dapat dikatakan tidak 
miskin. Garis kemiskinan  digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk menghitung  
jumlah  penduduk  dan  rumah  tangga  miskin. Garis kemiskinan didapatkan dari 
hasil survei modul konsumsi Bapenas yang ditetapkan dalam rupiah per orang per 
bulan (Ginting dan Rasbin, 2010: 287). 
Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah 
serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas. Baik pemerintah pusat 
maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan 
program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk 
permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan 
hasil yang optimal.Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian 
tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih 
berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi 
penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga 
dapat menyelesaikan masalah secara tuntas (Annur, 2013: 416). 
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B. Hubungan Antara Variabel 
 
1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan 
Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan 
akses pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar. Hal itu diyakini sebagai 
tali simpul untuk mengurangi benang kusut masalah kemiskinan. Dengan mem-
bangun landasan pendidikan yang kokoh diharapkan dapat melahirkan SDM yang 
berkualitas, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan utama 
bangsa. Sebab, pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama 
penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) partumbuhan ekonomi berkelanjutan yang 
berpihak pada kaum miskin, dan 2) pembangunan sosial yang berorientasi pada 
kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dan harus ditopang 
dengan tenaga kerja terdidik, yang punya pengetahuan dan keterampilan, serta 
menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas (Ustama, 2008: 8). 
Penddikan sangat berpengaruh penting terhadap kemiskinan, salah satu 
permasalahan yang dialami oleh negara berkembang adalah kurangnya edukasi 
mengenai pendidikan yang berdampak pada pemikiran-pemikiran kuno yang tidak 
begitu paham akan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan sering kali di-
sepelekan oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya. Pendidikan ini akan 
sangat berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di suatu negara, karena tak dapat 
dipungkiri bahwa tenaga kerja yang terserap disektor formal adalah mereka-merka 
yang memiliki kriteria penting yang menjadi bahan pertimbangan pada setiap 
instansi pekerjaaan di sektor formal yaitu dilihat dari pendidikan yang ditamatkan.  
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Secara umum, kemiskinan akan menghalangi seseorang untuk mem-
peroleh pendidikan yang tinggi. Kenyataannya dapat kita lihat dengan melakukan 
investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan se-
seorang. Jika seseorang sudah bisa terserap dalam dunia kerja tentu ia akan men-
dapat penghasilan yang juga mampu untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran 
yang di lakukan. Karena dengan gaji tersebut seseorang bisa lebih sejahtera dalam 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini 
juga akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskianan di Kota Makassar 
khususnya dan Negara Indonesia umumnya. 
2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan 
Klasik berpandangan bahwa jumlah pekerja relatif sangat elastis terhadap 
tingkat upah. Bila upah naik melebihi tingkat subsisten maka jumlah penduduk 
(dan karenanya jumlah tenaga kerja) akan meningkat dengan cepat. Sejumlah 
tenaga kerja yang tidak “bermutu” tidak akan menghasilkan output yang banyak. 
Lebih dari itu tenaga kerja yang tidak “bermutu” juga harus di beri makan. Karena 
itu, tenaga kerja yang tidak bermutu bukan saja tidak menyumbang output tetapi 
juga mereka ikut memakan output yang tidak mereka hasilkan (tenaga kerja yang 
tidak bermutu) maka hasil nya jelas akan mengurangi pendapatan perkapita. 
Maka, tersedianya jumlah tenga kerja atau penduduk dalam jumah yang 
besar dan mutu yang rendah akan menyebabkan tersedianya output perkapita 
rendah. Mulyadi Subri (2004:174). Jika upah tidak memadai atau di bawah upah 
minimum tentu itu menghambat, sehingga tidak menutup kemungkinan upah ini 
akan dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan di suatu Kota atau Negara. Upah 
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yang ditetapkan oleh pemerintah akan sangat berdampak pada kehidupan rakyat 
nya sendiri. Semakin tinggi tingkat upah yang diberikan maka tingkat ke-
sejahteraan pun meningkat karena kemampuan/daya beli masyarakat menjadi 
meningkat, dalam hal ini tentu akan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan 
mengurangi angka kemiskinan. 
Agar kemiskinan tidak semakian akut, maka pemerintah harus meletakkan 
kemskinan menjadi pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan bahwa penang-
gulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas 
ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yacoub 2012: 
178). Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka 
lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta me-
ningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti akan dapat mengurangi ke-
miskinan yang ada (Zuhdiyaty dan Kaluge: 2017: 28 ). 
 
 
 
 
 
 
C. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
Kemiskinan (Y) 
Pendidikan  (X1) 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
 
D. Hipotesis 
 
Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang men-
jadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat 
kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan 
latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah di uraikan maka hipotesis dapat 
dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pendidikan berpengaruh  terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. 
2. Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar. 
Upah Minimum (X2) 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu 
dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif menurut 
Indriantoro dan Supomo (2013: 14) dapat diartikan sebagai metode penelitian 
yang digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik  peng-
ambilan sampel  pada umumnya  dilakukan  secara  random,  pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 
dengan  tujuan untuk menguji hipotesis yang telah  ditetapkan. Variabel ini diukur 
(biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari agka- 
angka dapat di analisis berdasarkan prosedur statistik  
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Makassar khususnya di Kantor 
Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (Jl. Haji Bau No: 6 Mariso) dan Kantor 
Dinas Tenaga Kerja Makassar (Jl. A.P. Pettarani No: 98 Bua Kana) Sulawesi 
Selatan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti-
an deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-
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masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian 
deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan 
dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian atau prosedur 
(Indriantoro dan Supomo, 2013: 26). 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
 
Jenis data yang di gunakan adalah data time series 2003 sampai dengan 
2017 dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang ada, 
misalnya berupa dokumen, instansi-instansi yang terkait, dan data lainnya yang 
relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
 Metode pengumpulan data yag di gunakan dalam penelitian ini berupa 
dokumentasi, yaitu pengumpulan data berasal dari dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan data yang di gunakan dalam penelitian ini, instansi-instansi yang 
terkait, dan sumber lainnya, hal ini berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, 
maupun melalui internet. Hasil dari data tersebut digukanan untuk analisis 
selanjutnya dan membuktikan apa yang telah dihipotesiskan. 
 
E. Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini merupakan 
analisis model regresi berganda (Multiple Regression). Persamaan regresi ber-
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ganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam 
menganalisa. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi 
dan untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terkait, 
sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas. Model ini 
memperlihatkan hubungan variabel bebas dengan variabel terkait, digunakan 
untuk melihat pengaruh antara Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Ke-
miskinan di Kota Makassar.  
1. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum melakukan regresi berganda, maka terlebih dahulu harus dilaku-
kan uji asumsi klasik, hal ini bertujuan untuk mengethui apakah asumsi-asumsi 
yang diperlukan dalam uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapaun uji asumsi klasik 
dalam penelitian ini adalah uji muslikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, 
dan uji heteroskedastisitas. 
a) Multikolineritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 
antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara menge-
tahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan 
melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 
(1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 
tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
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(2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multi-
kolonieritas pada penelitian tersebut. (Ghozali, 2016: 104). 
b) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengiji apakah variabel yang diguna-
kan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupa-
kan bagian dari uji asumsi klasik, di mana semua bagian dari uji asumsi 
klasik harus terpenuhi untuk melanjutkan uji regresi berganda (Ghozali, 
2016: 154). Pengujian normalitas dalam penelitian ini mengguakan dua cara 
yaitu: 1) grafik histogram dan 2) grafik normal probalility plot. Pada grafik  
normal probalility plot data dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistri-
busi normal apabila titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal (Ghozali, 
2016: 156). Pada grafik histogram data dikatakan normal apabila sisi kiri dan 
sisi kanan garis seimbang. 
c) Autokorelasi 
Autokorelasi dapat di artikan sebagai korelasi yang terjadi di antara 
anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu apabila 
adanya Time serirs atau korelasi antara tempat berdekatan apabila Cross 
sectional. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regreasi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi 
maka dinamakan ada problem autokorelasi. Klarifikasi nilai durbin waston 
yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidak adanya autokorelasi dalam 
model regresi. 
d) Heteroskesdastisitas 
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Heteroskesdastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran 
hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized Delete Residual 
nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 
persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode peng-
amatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang di prediksi dengan 
Studenized Delete Residual nilai tersebut sehingga dapat di katakan model 
tersebut homokesdastisitas. 
Cara memprediksi ada tidaknya heteroskesdastisitas pada suatu model 
dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada 
gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linear berganda tidak 
dapat Heteroskesdastisitas jika: 
(1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 
(2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 
(3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 
(4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 
 
F. Pengujian Hipotesis 
 
Pengujian  hipotesis H1, dan H2 dilakukan dengan  menggunakan  analisis  
regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan  untuk  memprediksi  pengaruh 
lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara  
parsial maupun simultan. Adapun rumus untuk menguji pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen yaitu: 
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Y = α + β1X1 + β2X2  + e 
Keterangan:  
Y  = Tingkat kemiskinan 
α = Konstanta 
X1  = Pendidikan 
X2  = Upah Minimum 
β1 - β2 = Koefisien regresi berganda 
e = Error term 
1. Koefesien Determinasi (R2) 
Koefesien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh ke-
mampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R
2
) 
adalah antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil (mendekati nol) berarti ke-
mampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Ke-
lemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 
independen yang dimasukan kedalam model. Karena itu, banyak peneliti meng-
anjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2 
pada saat mengevaluaasi model 
regresi yang terbaik. 
2. Pengujian Sinifikansi Uji Simultan (Uji F) 
Uji F ini biasa di gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
secara signifikan terhadap variabel dependent dimana jika fhitung< ftabel, Maka HO 
diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh 
terhadap variabel independen atau (tidak signifikan), artinya perubahan yang 
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terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel 
independen, di mana tingkat signifikasi yang di gunakan yaitu 0,5%. Ada dua cara 
untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak yaitu: 
a) Membandingkan t hitung dengan t tabel 
(1) Apabila fhitung < ftabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak 
bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang diperjelas secara 
signifikan. 
(2) Apabila fhitung> ftabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan 
bersama-sama mempengaruhi variabel yang di jelaskan secara signifikan. 
b) Melihat Probabilities Values 
Berdasarkan nilai probabilitas dngan α = 0,05: 
(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel 
independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. 
(2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel 
independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
devenden. 
3. Pengujian Signifikansi Parameter Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial atau individu guna 
menunjukkan pengaruh tiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen 
(Y). Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji regresi berganda. Ada 
dua cara untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak yaitu: 
a) Membandingkan thitung dengan ttabel  
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(1) Ha ditolak apabila thitung < ttabel, yang artinya variabel independen tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
(2) Ha diterima apabila thitung > ttabel, yang artinya variabel independen ber-
pengaruh terhadap variabel dependen. 
b) Melihat Probabilities Value 
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 
(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel 
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
(2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Gambaran Umum Kota Makassar 
 
1. Sejarah Kota Makassar 
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di 
bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak 
antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan 
sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, 
sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota 
Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiring-
an lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km 
persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki 
suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C. 
Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, 
membentang sepanjang koridor barat dan utara, lazim dikenal sebagai kota dengan 
ciri “Waterfront City”, didalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya 
bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang). 
Sungai Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa 
dan bermuara kebagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan 
kapasitas sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Sungai 
Pampang yang bermuara di bagian utara Kota Makassar adalah sungai dengan 
kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik dimusim kemarau 
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Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran 
rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke 
arah timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara 
merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, 
pertokoan, perkantoran, pendidikan, dan pusat kegiatan industri di Kota Makassar. 
Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya 
belum banyak dimanfaatkan, seperti menjadikannya sebagai jalur alternatif baru 
bagi transportasi kota. Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang 
hingga tropis. Dua tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar 
antara 27,0
o
C sampai dengan 29,0
o
C. Pada tahun 2017 curah hujan terbesar terjadi 
pada Bulan Desember, Januari, November, Maret, dan Februari dengan rata-rata 
curah hujan 311 mm dan jumlah hari hujan rata-rata berkisar 17 hari. 
Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 
153 kelurahan. Diantara 15 Kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang ber-
batasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan 
Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan 
Kecamatan Biringkanaya. 
Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki Batas-batas: a) 
Wilayah sebelah Utara Berbatasan dengan kabupaten Maros; b) Wilayah Sebelah 
Timur Berbatasan dengan kabupaten Maros; c) Wilayah sebelah Selatan Ber-
batasan dengan kabupaten Gowa; dan d) Wilayah sebelah Barat Berbatasan 
dengan Selat Makassar 
Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua 
bagian yaitu: a) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir 
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pantai; dan b) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di 
Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang. 
Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur 
Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan 
Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini. Jumlah 
Penduduk Kota Makassar 2016 diproyeksikan 1.469.601 Jiwa, lalu pada tahun 
2017 angka ini mengalami peningkatan sebanyak 300.319, dan pada Tahun 
jumlah penduduk mencapai 20171.769.920 Jiwa.  
2. Perkembangan Pendidikan Di Kota Makassar 
Keberhasilan pembangunan Kota Makassar dalam bidang pendidikan pada 
tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif rendah dimana dari parameter 
pendidikan pada skala nasional nampaknya masih jauh tertinggal di banding kota 
lain di Indonesia. Diukur dari indikator kependudukan strategis sektor pendidikan 
masih menempati peringkat ke-50 dari 60 kota di Indonesia sekalipun pada bidang 
tertentu beberapa pelajar telah mampu mencapai peringkat nasional maupun 
internasional. 
Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya 
manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia tersebut. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan 
harus terus diupayakan, mulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 
penduduk untuk mengeyam pendidikan, hingga pada kualitas dan kuantitas sarana 
dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang 
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari prosentase penduduk 
menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu 
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wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain, 
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka 
Partisipasi Murni (APM). Secara umum kondisi pendidikan dasar di Kota 
Makassar dapat digambarkan oleh Tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Angka Partisipasi Sekolah Kota Makassar Tahun 2003-2017 
Tahun Angka Partisipasi Sekolah 
2003 250,5 
2004 252 
2005 243,7 
2006 242,2 
2007 249 
2008 249,6 
2009 237,8 
2010 246 
2011 245,2 
2012 261,7 
2013 260,2 
2014 271.2 
2015 231,41 
2016 231,3 
2017 272,17 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018 
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pen-
didikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang 
digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususya bagi 
penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin bsar 
jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian 
meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan 
kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. 
Adapun cara untuk menghitung banyaknya angka partisipasi sekolah 
adalah menggunakan rumus berikut: 
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a) APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah: 
jumlah penduduk umur 7-12 tahun) X 100}. 
b) APS (13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah: 
jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100} 
c) APS (16-18) = {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah: 
jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100} 
3. Perkembangan Upah Minimum di Kota Makassar 
Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat ber-
pengaruh terhadap angka pengangguran. Karena itu pemerintah harus benar-benar 
mempertimbangkan dengan baik kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. 
Secara umum, kondisi upah minimum di Kota Makassar mengaami peningkatan 
dari tahun ke tahun seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam 
kebutuhan hidup masyarakat. Namun yang terjadi, besarnya upah yang ditetapkan 
tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup para tenaga kerja. Per-
kembangan tingkat upah minimum provinsi sulawesi selatan yang berlaku juga di 
Kota Makassar terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat 
dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 
Perkembangan Tingkat Upah di Kota Makassar 
Tahun 2003 – 2017 
Tahun UMR Pertahun (RP) 
1 2 
2003 415.000 
2004 455.000 
2005 510.000 
2006 612.000 
2007 673.200 
2008 740.000 
2009 905.000 
2010 1.000.000 
2011 1.100.000 
2012 1.200.000 
2013 1.440.000 
2014 1.800.000 
2015 2.000.000 
2016 2.250.000 
2017 2.435.625 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018 
Data upah minimum diatas dapat diketahui bahwa mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Kenaikan ini tentu saja dilakukan oleh pemerintah melalui per-
timbangan yang matang berdasarkan tingkat kenaikan inflasi, sehingga tujuannya 
untuk menjaga daya beli masyarakat. 
4. Perkembangan Upaha Minimum di Kota Makassar 
Urbanisasi merupakan salah satu penyebab bertambahnya jumlah pen-
duduk miskin diperkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar 
yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan sehingga menimbul-
kan fenomena fenomena seperti anak jalanan, pengemis dan geng motor diper-
kotaan. Fenomena kemiskinan yang terjadi di kota Makassar sangat memprihatin-
kan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan banyak 
pemuda-pemudi di Kota Makassar yang bekerja tidak sesuai dengan yang seharus-
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nya. Ada beberapa faktor munculnya kemiskinan yaitu pertama karena faktor 
kurangnya rejeki yang diberikan oleh Allah, selain itu ada juga faktor perlakuan 
dari masyarakat sendiri yang tidak ingin bekerja maksimal danhanya ingin 
menerima bantuan dari pemerintah. Selanjutnya karena faktor kemalasan, dimana 
tidak adanya motivasi individual dari masyarakatnya untuk meningkatkan per-
ekonomiannya. Kota Makassar merupakan sumber potensi pembangunan bahkan 
orang daerah banyak yang datang mencari pekerjaan tapi karena masyarakatnya 
merasa cukup puas dan kesenangan sesaat dimana dia tidak mau untuk berusaha 
dan meningkatkan kemampuannya (Saidy dan Hidayah 2018: 51). 
Tabel 4.3 
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar 
Tahun 2003 – 2017 
Tahun Tingkat Kemiskinan 
2003 15,53 
2004 23,1 
2005 33,03 
2006 68,45 
2007 70,1 
2008 145,17 
2009 209,58 
2010 233,83 
2011 242,03 
2012 256,78 
2013 273,23 
2014 281,92 
2015 321,09 
2016 347,72 
2017 369,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2018 
Data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkat-
an setiap tahunnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah 
pengangguran di Kota Makassar. 
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B. Hasil Penelitian dan Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah 
model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut 
sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik 
yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokskedastisitas. Pross 
pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan proses 
uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama 
dengan uji regresi. 
a) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan terdistribusi 
secara normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 
normal atau mendekati normal dan metode untuk mengetahui normal-
tidaknya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik secara histo-
gram atau dengan melihat secara Normal Probility Plot. Normalitas data 
dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik 
normal P-Plot atau dengan melihat histogra dan residualnya dan mengikuti 
satu garis lurus diagonal yang terdistribusi normal. 
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Gambar 4.1 Grafik Histogram (Sumber: Output SpSS 22, diolah 2018) 
Gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena 
data mengikuti arah garis grafik histogramnya. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot (Sumber: Output SPSS 22, diolah 2018) 
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Gambar 4.2 Normal Probability Plot diatas menunjukkan bahwa data 
me-nyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini 
berarti pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi 
normalitas telah terpenuhi. 
b) Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi di-
temukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variabe bebas. Tolerance 
mengukur variabilitas variabe bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan 
oleh variabe bebas lainnya. Jika nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF 
tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas  
yang tinggi.  
Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Variable Independen Tolerance VIF Keputusan 
Pendidikan  0.978 1.022 Bebas Multikolinieritas 
Upah Minimum 0.978 1.022 Bebas Multikolinieritas 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22 (2018) 
Hasil regresi dengan menggunakan SPSS 22, maka dari matriks 
korelasi terlihat bahwa tampilan output VIF dan Tolerance mengindikasikan 
tidak terdapat multikolineritas. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai 
Tolerance  tidak ada yang kurang dari 0,10.  
c) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
liniear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 
52 
 
 
 
kesalahan peng-ganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi 
maka dinamakan ada problem autokorelasi. Salah satu metode analisis untuk 
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian 
Durbin Watson. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Durbin-Watson 
1 1.208 
  Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22 (2018) 
Berdasarkan ketentuan pengujian Durbin Watson, maka diperoleh 
nilai dW 1,208 dan dL < dW < 4 - dU (0,9455 < 1,208 < 1,5432), maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau penelitian ini bebas dari 
masalah autokorelasi. 
d) Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas berarti ada varian pada model regresi yang tidak 
sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki 
nilai yang sama (konstan) maka disebut homooskedastisitas. Yang diharapkan 
pada model regresi adalah yang homoskedastisitas. Untuk menguji ada tidak-
nya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi maka bisa dilakukan 
dengan metode analisis grafik dengan mengamati scatterplot. 
Gambar Scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar 
secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 
Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai untuk menganalisis 
pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota 
Makassar. 
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Gambar 4.3: Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sumber: Output SPSS 22, 
diolah 2018) 
 
2. Regresi Berganda 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu pendidikan dan 
upah minimum serta satu variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap 
variabel terikat, maka dilakukan pengujian model regresi dengan bantuan program 
SPSS 22. 
Tabel 4.6 
Hasil Penelitian 
Variabel 
Koefisien Regresi Std. 
Error 
T 
hitung 
Prob 
(B) 
Constant -15.586 14.129 -1.103 .292 
Pendidikan (X1) -.483 2.583 -.189 .854 
Upah Minimum (X2) 1.674 .219 7.658 .000 
R- Square              : .832                         S.E Regression            : .47324 
R                           : .912
a                                     
F- Statistik                  : .29.769 
Adjused R-Square : .804                         Prob. F- Statistik         : .000 
 
Hasil uji SPSS 22 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: 
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LnY = Lnβ0 – β1LnX1 + β2LnX2 + µ 
Y = -15.586 – 0,483 + 1.674 + µ 
Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasi nilai koefisien 
regresi sebagai berikut: 
a) Jika segala sesuatu variabel bebas dianggap konstan, maka kemiskinan di 
Kota Makassar sebesar 15.586. 
b) Koefisien regresi X1 = -0,483 artinya pendidikan memiliki arah hubungan 
yang berbanding terbalik dengan kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menurunkan 
tingkat kemiskinan sebesar -0,483. 
c) Koefisien regresi X2 = 1,674, artinya upah minimum memiliki arah hubungan 
yang berbanding lurus (searah) dengan kemiskinan di kota makassar. Hal ini 
mengandung arti bahwa peningkatan upah, akan meningkatkan kemiskinan di 
Kota Makassar sebesar 1,674. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dilakukan uji koefisien 
determinasi R
2
, uji keofisien regresi serentak (uji F) serta uji signifikansi para-
meter individual (uji t).  
a) Koefisien Determinasi R2 
Penelian ini, untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap 
variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R Square (R
2
).  
Besarnya  nilai  R
2
 sebesar 0,832. Nilai tersebut mendekati angka 1 maka 
variabel bebas terhadap variabel terikat kuat atau sebesar 83,2% kemiskinan 
di Kota Makassar dipengaruhi oleh pendidikan dan upah minimum. Sedang-
kan sisanya 16,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.  
b) Uji Simultan (Uji F) 
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Uji simultan atau Ftest bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-
sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-F diperuntukkan guna 
melakukan uji regresi secara bersamaan atau simultan. Dari hasil regresi 
berganda, diperoleh nilai Fhitung sebesar 29.769. Sedangkan Ftabel df 2 = 2,12 
sehingga Fhitung > Ftabel (29.769 > 3,89). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa variabel Pendidikan dan Upah Minimum secara bersama-sama ber-
pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. 
c) Uji Parsial (Uji t) 
Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 
variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat.  Dengan 
membandingkan nilai thitung dengan ttabel.  
(1) Apabila thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 
pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
(2) Apabila thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independeen 
terhadap variabel dependen. 
Tabel 4.7 merupakan rekapitulasi hasil dari pengujian variabel bebas yaitu 
pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. 
a) Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kota Makassar 
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 22 untuk 
variabel pendidikan diperoleh nilai thitung sebesar -0,189 dengan tingkat 
signifikan 0,854. Dengan demikian diperoleh thitung (-0,189) < ttabel (2.16037) 
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sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 
tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar 
b) Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Makassar 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 22 untuk variabel 
upah minimum diperoleh nilai thitung sebesar 7.658 dengan tingkat signifikan 
0,000. Dengan demikian, diperoleh thitung (7.658) > ttabel (2.16037), sehingga 
Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi upah 
minimum maka tingkat kemiskinan semakin meningkat. 
Tabel 4.7 
Uji Parsial (Uji T) 
Model 
Uji statistik (uji t) 
t-statistik t-tabel sig 
Constant 
Pendidikan 
Upah minimum 
-1.103 
-.189 
7.658 
2.365 
2.365 
2.365 
.292 
.854 
.000 
  Sumber: output SPSS 22 (Data Diolah, 2018) 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka intepretasi model secara 
rinci atau spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota 
Makassar 
 
Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendidikan 
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hasil regresi pada 
tabel 4.7 menunjukkan bahwa pendidikan yang diukur menggunakan angka 
partisipasi sekolah diperoleh hasil bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan di Kota Makassar dengan angka signifikan 0,854 yang lebih 
besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian 
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ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suprianto dkk (2017) 
yang menyatakan tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015. 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya penge-
tahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 
maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong 
peningkatan produktivitas kerjanya. Namun pada penelitian ini tingkat pendidikan 
yang diukur dengan angka partisipasi sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan tingkat pendidikan tidak 
seiring dengan peningkatan jenis ketersediaan lapangan kerja, sehingga semakin 
banyaknya orang yang telah lulus sekolah dan siap memasuki dunia kerja, maka 
pengangguran juga akan semakin bertambah. Peneliti juga menganggap bahwa 
semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat membuat mereka 
menuntut upah yang tinggi atau mereka lebih memilih menunggu pekerjaan yang 
sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu, tidak selamanya tingkat kemiskinan 
diukur dengan pendidikan seseorang karena saat ini banyak orang yang sukses 
dengan jalur berwirausaha dan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. 
2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar 
Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah upah 
minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hasil 
regresi pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan di Kota Makassar dengan angka signifikan 0,000 yang lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kedua yang dalam penelitian ini diterima. 
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Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum, maka kemiskinan 
akan semain meningkat. 
Meningkatnya upah minimum yang ditetapkan pemerintah maka semakin 
tinggi pula tingkat pengangguran terdidik yang ada di Kota Makassar. Hal ini 
disebabkan karena angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan lebih memilih 
pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam artian pengangguran terdidik 
memilih pekerjaan yang sesuai atau diminati dan menolak pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan mempertimbangkan upah yang akan didapatkan. Sementara itu 
dipihak perusahaan justru menurunkan kuantitas pekerja yang diminta karena 
semakin tingginya upah yang ditetapkan, perusahaan cenderung melakukan 
pengurangan tenaga kerja atau hanya mempertahankan pekerja yang ada. Peng-
angguran yang semakin banyak justru sangat berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan.  
Selain itu salah satu faktor bertambahnya jumlah pengangguran dan ke-
miskinan adalah besarnya inflasi dan nilai tukar mata uang negara tersebut 
terhadap dollar Amerika (Supriyadi dan Kausar, 2016: 204). Pelemahan nilai 
tukar rupiah berakibat pada naiknya harga-harga barang di pasaran. Tidak hanya 
barang-barang seperti elektronik atau kendaraan, tetapi juga berimbas pada harga 
kebutuhan bahan pokok. Menurut pengamat ekonomi Marwan Batubara (2018) 
dikutip dari (www.koran-jakarta.com), mengatakan ketika rupiah melemah dan 
dollar AS menguat dapat menyebabkan kemiskinan bertambah karena tidak 
sedikit bahan pangan yang berasal dari impor. Jadi walaupun ada kenaikan upah 
minimum namun tidak sejalan dengan turunnya harga pokok, kemiskinan akan 
sulit teratasi. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pem-bahasan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pendidikan tidak ber-
pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini dikarena-
kan banyaknya tenaga kerja terdidik yang lebih memilih menunggu pe-
kerjaan yang sesuai dengan bidang atau keahlian yang dimiliki, maka 
pengangguran akan semakin bertambah.  
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa upah minimum ber-
pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tingginya upah minimum maka tingkat ke-
miskinan akan semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah 
dikarenakan upah minimum yang tinggi tidak dibarengi dengan harga 
kebutuhan pokok yang rendah.  
B. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun saran dari 
penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk pengentasan kemiskinan lebih difokuskan dengan memberi berbagai 
pelatihan guna meningkatkan keahlian tambahan, selain itu perlunya bantuan 
permodalan dari pemerintah.  
2. Faktor  pendidikan dan keterampilan hendaknya menjadi suatu prioritas 
dalam rangka perencanaan  pembangunan  ekonomi di Kota makassar karena 
tingkat pendidikan sangat menentukan bagi setiap pencari kerja dalam me-
masuki pasar kerja. Untuk itu diperlukan fasilitas pendidikan formal yang 
memadai.  
3. Selain itu lembaga pendidikan juga memainkan peran penting, dimana para 
pelajar bukan hanya menuntut ilmu tetapi dapat diberikan pelatihan-pelatih-
an untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya agar nantinya dapat ber-
saing dengan para pancari kerja lainnya. 
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LAMPIRAN 1 
DATA HASIL LOGARITMA NATURAL PENDIDIKAN, UPAH 
MINIMUM, DAN TINGKAT KEMISKINAN 
 
Tahun 
Angka Partisipasi Sekolah 
LN 
2003 250,5 
2004 252 
2005 243,7 
2006 242,2 
2007 249 
2008 249,6 
2009 237,8 
2010 246 
2011 245,2 
2012 261,7 
2013 260,2 
2014 271.2 
2015 231,41 
2016 231,3 
2017 272,17 
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Tahun UMR Pertahun (RP) 
LN 
1 2 
2003 12.94 
2004 13.03 
2005 13.14 
2006 13.32 
2007 13.42 
2008 13.51 
2009 13.72 
2010 13.82 
2011 13.91 
2012 14.00 
2013 14.18 
2014 14.40 
2015 14.51 
2016 14.63 
2017 14.71 
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Tahun Tingkat Kemiskinan 
LN 
2003 15,53 
2004 23,1 
2005 33,03 
2006 68,45 
2007 70,1 
2008 145,17 
2009 209,58 
2010 233,83 
2011 242,03 
2012 256,78 
2013 273,23 
2014 281,92 
2015 321,09 
2016 347,72 
2017 369,00 
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LAMPIRAN 2 
Regression 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Variable Independen Tolerance VIF Keputusan 
Pendidikan  0.978 1.022 Bebas Multikolinieritas 
Upah Minimum 0.978 1.022 Bebas Multikolinieritas 
 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Durbin-Watson 
1 1.208 
 
Hasil Penelitian 
Variabel 
Koefisien 
Regresi 
Std. 
Error 
T 
hitung 
Pro
b 
(B) 
Constant -15.586 14.1
29 
-
1.103 
.292 
Pendidikan 
(X1) 
-.483 2.58
3 
-
.189 
.854 
Upah 
Minimum (X2) 
1.674 .219 7.
658 
.000 
R- Square              : .832                         S.E Regression            : .47324 
R                           : .912
a                                     
F- Statistik                  : .29.769 
Adjused R-Square : .804                         Prob. F- Statistik         : .000 
 
Uji Parsial (Uji T) 
Model 
Uji statistik (uji t) 
t-statistik t-tabel sig 
Constant 
Pendidikan 
Upah minimum 
-1.103 
-.189 
7.658 
2.365 
2.365 
2.365 
.292 
.854 
.000 
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